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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ^nUnePembentukan reraturan Perundang-undangan 6
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Undang-Unctang Nomor 28 Tahun 1999 tentaeen elenggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 49 TahunPembentukan Kabupaten MesuiiLampung; J

Undang Undang Nomor 12 TahunPembentukan Peraturan
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 entang
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksaaaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Puhhk;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun z016 tentang
Perangkat Daerab sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemeritah Nomor 18
Tahun 2C16 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201« tentang
Pembinaan dan 'Jengawasan Penyelenggaiaan
Pemerintahan Daerah,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Termtegiasi Secara
Elektronik,

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah dmbah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peiaturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Peadayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasicnal Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

13. Pe-aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 Tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah,

15. Peraturan Daerah Kabupacen Mesuji Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mesuji;

16. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 .Tahun 2019
tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan
Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati
Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan ^erpadu Satu Pintu ^Kabupaten Mesuji
sebagaimana telah diubah dengan -Peraturan Bupati
Mesuji Nomor 57 Tahun, 2019 ' tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019
Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan
Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati
Mesuji kepada Kepata Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupacen Mesuji.
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zin Komersial atau Operational adalah izin yang diterbitkan oleh-ernbaga OSS untuk dan atas nama mcntcri, pimpinan lembaga,gnbernur, atau bupati/wali kota setclah Pelaku Usaha mendapatkan Izinsaha dan untuk melakukan kegiatan kotnersial atau operasional dengan
memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

16 Komitmen adalah pernyataan Pclaku Usaha untuk memenuhipersyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
' Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pclaku Usaha untuk

memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya
dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakantanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pclaku Usaha yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdul atau UKL-UPLaam rangka perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

16. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, selanjutnya disingkat IMB adalahperizinan yang diberikan oich Pemerintah Daerah kabupaten/kota
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memprrluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administ atif dan persyaratan teknis yang berlaku.20. Tim leknis adalah kelompok keria yang terdiri dari unsur-unsur
Orgamsasi Perangat Daerah lerkait yang mempunyai kcwenangan untuk
memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
R lang lingkup Peraturan mi mcncakup centang Pemenuhan Komitmen Izin
Usaha dar Izin Komersial atau Operasional yang terintegrasi secara elektronik
di lingkup DPMPTSP.

BAB III
LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3
(1) Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang

dilaksanakan oleh DPMPTSP meliputi layanan Perizinan dan Non-
Perizinan yang kewenangannya didelegasikan oleh Bupati.

(2) Produk layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang
disediakan bagi pelaku usaha oleh DPMPTSP antara lain:

a. Layanan Mandiri;
b. Layanan Perbantuan;
c. Layanan Pemenuhan Komitmen Izm Usaha, Izin Komersial atau

Operasional.
(3) Layanan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa

memberikan fasilitas akses jaiingan internet bagi pelaku usaha yang
ingin melakukan pengisian secara mandiri.

(4) Layanan Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalali
memberikan layanan konsultasi dengan berinteraksi langsung dengan
pelaku usaha.
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PerTluhan Komitmen Izin Usaha, izm Komersial atauoperational sebagaimana dimaksud paaa ayat (2) huruf c adalah layananP . 1 an . .Perseu'juan/penciakan atas permohonan pernenuhanomitmen izin usaha dan izin komersial atau operasional bagi pelakuusana.

BAB IV
PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI. . SECARA ELEKTRONIK

. • * Pasal 4
'

i PMPJSP melaksanakar pelayanan pernenuhan komitmen izin Usaha,izin komersial atau Opèrasional setclah pelaku usaha mengajukanpermohonan pernenuhan komitmen secara dalam jaringan (daring) daratau luarjaringan (luring). ’

D! MPTSP wajib mel<xkukan upaya koordmasi, pendampingan, danperbantuan kepada pelaku usaha dalam rangka pernenuhan komitmenizin Usaha, Izin Komersial atau Operasional
(3) DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan atau Penolakan atasPermohonan Pernenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atauOperasional pelaku usaha apabila telah memenuhi pcrsyaratan sesuaiketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.( ) Penerbitan Surat Persetujuan aan/ atau Penolakan Pernenuhanomitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya

mencantumkan : v y

a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
b. Jenis Pernenuhan Komitmen;
c Jenis Perizinar Berusaha yang ken enangannya didelegasikan olehBupati kepada Kepala Dinas;
d. Nomor Surat;
e. Nama Perusahaan dan/atau Usaha,
1. Klasifikasi Bidang Usaha dan Kode Bidang Usaha (KBLI);g. Masa Berlaku dan Besaran Retribusi apabila dipersyaratkan'h. Tanggal dan Tanda Tangan Kepala Dinas;
i. Algsan Penolakan, apabila penolakan permohonan pernenuhankomitmen.

(5) Surat Persetujuan dan Penolakan Pernenuhan Komitmen sebagaimanadimaksud pada ayat (4) ditandatangani dan/atau disahkan olch KepalaDinas dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik atau TandaTangan Basah.
(6) Surat Persetujuan dan/atau Penolakan Pernenuhan Komitmensebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai persyaratannotifikasi melalui Sistem OSS dan tidak berlaku sebagai dokumen izinyang sah.

Pasal 5
Dalam hal pelaku usaha tidak mengajukan permohonan pernenuhankomitmen setelah dilaksanakannya upaya koordinasi, pendampmgan danperbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka DPMPTSPdapat menolak Izin pelaku usaha pada portal OSS.
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BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Paral 6
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait teknis
pelaksanaannya diatur leblh .lanjut melalui Peraturan, Kepala Dinas.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempaiannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

c

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 9g Afrit 2021

SEKRETARI^^RAH KABUPATEN MESUJI,

'^MSUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOP.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 5g flpnï 2021
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